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Abstract
A common problem that ofien arises is that the implementation of wnplanned anel
uncoordinated governance often runs slowly as it has to prioritize political consensus in the
development of government systems. our study observed the process of allocating
proportional regional expenditures between consumpltive routine spending and development
spending that favor publik interests so as (o have a positive effect on economic growth. From
the social and political side, especially in the midst of the unfavorable political situation, a

SEAN countries was born to combine human rights implementation with

compromise from A
s and the

the principles of governance in order to achieve the improvement of publik service

protection of human rights for the wider community.
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Abstrak

Permasalahan umum yang sering timbul adalah penerapan tata
dengan baik seria tidak terkoordinasinya sering berjalan
mendahulukan  konsensus  politik dalam pengembangan  sistem
Perkembangan politik yang cepal dan membutuhkan adaptasi pada
pemerintah. Dibutuhkan efisiensi agar komponen-komponen kepemerintahan dapat
dimanfaatkan bersama oleh berbagai pihak dalam masyarakat dan pemerintah. Penelitian
ini bertujuan men gamati bagaimana mengalokasikan belanja daerah secara proporsional
lanja pembangunan yang lebih memihak

antara belanja rutin yang konsumtif dengan be
kepentingan publik sehingga manpu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Dari sisi sosial dan politik, terutama di tengah situasi politik yang kurang
menguntungkan di alas, Jahir sebuah kompromi dari negara-negara ASEAN untuk
engan prinsip tata kelola kepemerintahan agar

a perlindungan HAM untuk masyarakat luas.

kelola tidak terencana
lambat karena harus
kepemerintahan.
setiap komponen

asikan pelaksanaan HAM d

mengkombin
anan publik dan jug

tercapai perbaikan pelay

Kata kunci: HAM, good governance and clean government, pertumbuhan ekonomi
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1. LATAR BELAKANG

Prinsip  Good governance adalah
merupakan idiologi lama yang pada intinya
merupakan sebuah prinsip yang mengatur
masalah  pelaksanaan  otoritas  politik,
ckonomi, sosial, hukum dan administratif
di dalam  mekanisme atau proses
ketatanegaraan  di  Indonesia (Ruslan,
2013). Ada semacam hipotesis  yang
berkembang  dalam masyarakat bahwa
krisis  multi  dimensi yang melanda
Indonesia pada dasarnya berasal dari
adanya krisis moral aparatur pemerintah
yang cenderung koruptif dan seringkali

melakukan tindakan-tindakan kolusi dan
nepotisme.

Untuk  membangun pemerintahan
yang bersih dan baik, dibutuhkan birokrasi
yang mampu menjadi motivator dan
sekaligus menjadi katalisator
pembangunan. Mereka harus mampu
merespons  aspirasi  publik  menjadi
program organisasi dan mampu melahirkan
inovasi baru scbagai bagian dari wujud
aparat yang profesional (Prasojo dan
Kurniawan, 2008).

Pelayanan publik menjadi topic yang
terus  diangkat  dalam penyusunan
kebijakan  pelayanan  publik. Terdapat
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah telah memberikan
jalan bagi interaksi politik demokratis
dalam  kebijakan  pelayanan publik.
Seringkali masyarakat dilibatkan dalam
perumusan  kebijakan pelayanan publik
hanya  bersifat  formalitas. Terdapat
fenomena mengenai bagaimana
meningkatkan kejelasan  aturan  hukum
dalam  menjamin tentang  hak-hak
masyarakat dan subsistem yang saling

gan Hak..

berkaitan  dan  saling ”wmpc"garuhi
Faktanya saling pengaruh me'"pcngarug,i
ini hanya terjadi pada subsistem politik s,
yang tidak melibatkan S"b‘SUbsistem
lainnya. Elitisme tersebut juga tidak sesug;
dengan prinsip demokrasi dan Prinsip ty,
kelola  kepemerintahan, Bila dikaitkgy
dengan nilai dasar Pancasila dengap
prinsip dasar demokrasi dan UUD Tahuy
1945 (Pasal | ayat 2) telah terjadi
pergeseran dari  kedaulatan dilakukap
sepenuhnya oleh MPR menjadi berag, di
tangan rakyat dan dilaksanakan menuryt
Undang-Undang Dasar untuk member;
makna baru terhadap tata kelola
keperintahan yang lebih bajk.

Dengan  demikian kebijakan
pelayanan publik yang ada pada saat inj
masih  perlu terus dianalisis apakah
mendekati - pada  pengakuan  hak-hak
masyarakat terutama  hak-hak  untuk
ekonomi dan social, Dari sisi ekonomi,
prinsip tata  kelola berguna  untuk
mengukur prestasi  dari perkembangan
suatu perekonomian dari suatu periode ke
periode  berikutnya. Dari sisi social,
partisipasi masyarakat dalam kebijakan
pelayanan publik berarti pengakuan negara
untuk berbagi faktor-faktor produksi dan
hasil-hasil pembangunan kepada
masyarakat sebagai agregat pembangunan.
Dari sisi  politik, pengakuan  hak-hak
masyarakat  oleh  pemerintah  berarti
Kesiapan  pemerintah untuk mengelola
kendala  dan memaksimalkan  potensi
sumber daya masyarakat melalui perbaikan
pelayanan publik oleh penentu kebijakan di
tingkat propinsi maupun di
kabupaten/kota,
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Pelayanan publik yang lebih baik
dapat  dilihat  dari indikator seperti

pertumbuhan  ekonomi,  penan ganan
L e [ 8

pengangguran  dan konsumsi produktif,
Pada  tahun 2006  sccara  sektoral,
pertumbuhan di semua sektor cenderung
melambat kecuali Jasa. Scktor
pertambangan dan penggalian mengalami
pertumbuhan yang paling besar (15,41%)
diikuti oleh sektor-sektor jasa (7,89%) dan
sektor  pengangkutan  dan  komunikasi
(6,63%). Sedangkan sektor pertanian
merupakan sektor dengan pertumbuhan
terendah yaitu 3,60%. Dalam penangangan
pengangguran, tenaga kerja merupakan
suatu faktor yang mempengaruhi output
suatu daerah. Angkatan Kerja yang besar
akan terbentuk dari jumlah penduduk yang
besar. Namun pertumbuhan penduduk
dikhawatirkan akan menimbulkan efek
yang  buruk  terhadap pertumbuhan
ckonomi. Menurut  Todaro  (2000)
pertumbuhan  penduduk  yang  cepal
mendorong timbulnya masalah
keterbelakangan pendidikan.

Dari sisi pengeluaran konsumsi
pemerintah  yang terlalu  kecil akan
pertumbuhan ekonomi,
pemerintah  yang

meningkatkan

merugikan
sehingga pengeluaran
proporsional akan
pertumbuhan ckonomi dan pengeluaran
konsumsi pemerintah Yy

pertumbuhan
an pemerintah

ang boros akan

menghambat ckonomi.

Dengan demikian, pengeluar
harus diarakan agar membawa dampak

positif bagi pertumbuhan ckonomi dan

pelayanan publik yang lebih baik.
1.2. Pertanyaan Penelitian

Para pengambil kebijakan
menghadapi  tekanan untuk  membuat
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rumusan kebijakan pembangunan ekonomi
dan juga menentukan kriteria yang tepat
dalam  melibatkan masyarakat untuk
mencapai pelayanan publik yang lebih baik
sambil menjaga keseimbangan
pertumbuhan ckonomi. Meskipun terdapat
tekanan pertumbuhan ekonomi  ditandai
dengan realisasi nilai penanaman modal
asing (PMA), realisasi nilai penanaman
modal dalam negeri (PMDN), angkatan
kerja dan pengeluaran pemerintah, namun,
memprioritaskan pelayanan publik
berdasarkan  prinsip  tata  kelola
kepemerintahan juga penting. Dengan
demikian, pertanyaan utama dalam
makalah ini yaitu bagaimana proses
implementasi ~ penyusunan  kebijakan
pelayanan publik dan apakah makin
mendekati pada prinsip demokratis dan tata
kelola (good governance). Selain itu, yang
lebih urgen ialah bagaimana melihat
pelayanan publik di Indonesia dari
perspektif pancasila dan juga perspektif
demokratisasi pelayanan publik sesuai
prinsip Good governance

. LANDASAN TEORITIS

(]

~

.1. Definisi Good governance

Tata kelola dalam kehidupan nyata
sering dikaitkan dengan pembangunan
keperluan publik seperti, seperti kebutuhan
akan air, listrik, gas, pembuangan air, dan
layanan telekomunikasi. Masing-masing
layer pada tata kelola memiliki beberapa
karakteristik tertentu, diantaranya,
bertujuan untuk menyediakan pelayanan
dan dukungan kepada masyarakat luas agar
mampu memperoleh akses keperintahan
dan infrastrukur kepemerintahan.

Kepemerintahan berasal dari bahasa
[nggris governance. Dalam khasanah ilmu
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administrasi  kebijakan dan  politik,
kepemerintahan’ mengandung makna
dikotomis yang bisa berarti (1) proses
pembentukan hukum, dan juga bisa berarti
(2) produk kebijakan (Batubara, 2009).
Dalam Makalah ini, ‘kepemerintahan’
dimaknai sebagai proses pembentukan
hukum dalam rangka melahirkan hukum
positif (dalam arti hukum perundang-
undangan/peraturan perundang-
undangan). Kepemerintahan menunjuk
pada suatu proses untuk menghasilkan
kebijakan ketentuan dan perundang-
undangan (Tangkilisan, 2005). Selain itu,
juga dikenal isitilah tata kelola
kepemerintahan yang dianggap sebagai
Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan dan ketentuan yang mengikat
bagi semua lembaga yang berwenang
membuat peraturan perundang-undangan.
Tangkilisan, (2005), menyatakan terdapat
tiga hal yang mempengaruhi proses
pembentukan tata kelola, yaitu: interest
groups, publik opinion, dan tuntutan
masyarakat yang demokratis.

Menurut Dwiyanto(2005:4-5)
terdapat tiga alasan yang mendasari bahwa
praktik ~ Good  governance  dapat
mendorong pembaharuan pelayanan publik
di Indonesia yaitu: 1) perbaikan Kinerja
pelayanan publik dinilai sangat penting
oleh semua pemangku kepentingans
(pemerintah, warga pengguna, dan para
pelaku pasar). 2) Pelayan Publik adalah
rana dari tiga unsur governance melakukan
interaksi yang sangat sensitif, 3) nilai-nilai
yang selama ini mencirikan praktik Good
governance dapat diterjemahkan secara
relative mudah dan nyata melalui
pelayanan publik.

Menurut World Bank (| 992:79), faig
kelola pemerintahan adalah suaty penye.
lenggaraan manajemen pembangungy yang
solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran salah alokasi (g,
investasi dan pencegahan korupsi byjk
secara  politik  mapun adminislratif,
menjalankan  disiplin  anggaran  se,
menciptakan legal dan political framework
bagi  tumbuhnya  aktivitas  usahg
(Sedarmayanti, 2003:4)

Berangkat  dari  pemahaman-
pemahaman yang demikian, maka interaksi
politik dan hukum dalam mempengaruhi
proses pembentukan tata kelola menjadi
penting untuk dikaji lebih lanjut. Idealnya,
‘tata kelola kepemerintahan lokal’ adalah
peraturan yang dibentuk oleh lembaga
legislatif lokal dengan kekuatan berlaku
hanya dalam lingkup wilayah satuan
pemerintahan lokal. Studi hukum dengan
objek kajian kepemerintahan semacam ini
masuk dalam lingkup pada perbuatan
dalam pembentukan peraturan normatif
dan tugas pembantuan untuk mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan
Pemerintah Pusat sejak otonomi daerah
diimplementasikan 28 tahun 1999 hingga
UU No. 32 Tahun 2004 yang di dalamnya
memuat ketentuan kepemerintahan yang
baik dan demokratis.

Produk kepemerintahan daerah yang
kemudian menghadirkan bermasalah atau
tidak  aspiratif  tersebut  ketika
diimplementasikan ~ bisa  jadi  akan
menimbulkan  dampak  negatif ~ bagi
kepentingan umum, seperti menimbulkan
ekonomi biaya tinggi. Tidak itu saja,
Koalisi Anti- Diskriminatif melaporkan
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ada sckitar 40 yang ditengarai diskriminatit

terhadap kelompok masyarakat tertentu
dan melanggar hak masyarakat agar hidup
secara demokratis  lenyap  bepitu
pemerintahan baru muncul.

2.2.Tata kelola Kepemerintahan ang
Adaptif

Dalam  konteks  tata  kelola
pemerintahan dalam adaptasi perubahan
iklim maka yang menjadi tujuan adalah
kapasitas adaptif dan atau ketahanan
terhadap perubahan iklim (climate change
resilience). Konsep ketahanan (resilience)
secara umum adalah upaya membangun
kapasitas sistem untuk bertahan dari
goncangan, bangkit kembali, dan berupaya
untuk  berubah  termasuk terhadap
perubahan  yang tidak  diantisipasi
(VanBreda, 2001:52). Sedangkan
ketahanan terhadap perubahan iklim
(climate  change resilience) adalah
kapasitas dari individu, komunitas, atau
institusi untuk secara dinamis dan efektif
memberikan respons atau tanggapan
terhadap kondisi perubahan dari dampak
iklim dan terus melakukan fungsinya
dalam tingkat yang dapat diterima dengan
membuat, mengubah, dan mengim-
plementasikan beragam pilihan pilihan
(tindakan) adaptif. Secara sederhana
ketahanan adalah kemampuan untuk
bertahan dan bangkit kembali dari dampak
perubahan iklim (Rockefeler Foundation
White Paper, 2009:16). Selain individu,
komunitas, dan institusi yang harus

memiliki ketahanan sebagaimana
dijelaskan Rockefeler Foundation White
Paper, VanBreda (200 1:iii)

mengkategorisasikan  ketahanan dalam
enam jenis, yaitu individual resilience,
Jamily resilience, community resilience,

restlience  based policy, dan restlience
theory in soctal work,

Alasan  menpapa  dibutubkan (ko
kelola kepemerintahun yang adaptit cukup
sederhana, Hal tersebut disebabkan kntena
dunin  kepemerintahan — begitu cepal
berubah, sedangkan perubahan kebijokan
kepemerintahan — tidak — bisa  dilakukon
secepat itu, Schingga perlu dipersiaphan
tata  kelola  yang  bisa  mengantisipasi
banyak perubahan untuk jangkn  waktu
yang cukup panjang. Manifestasi dari tata
kelola  kepemerintahan  discbabkan  oleh
diantaranya:

Perkembangan politik yang  cepat
dan membutuhkan adaptasi pada setinp
komponen  pemerintah.  Dibutuhkan
efisiensi  agar  komponen-komponen
kepemerintaban  dapat  dimanfaatkan
bersama  oleh  berbagai  pihak  dalam
masyarakat dan pemerintah,  Efektivitas
operasional  sumber daya dan  asel
pemerintah dengan komponen-komponen
yang mudah dipadukan dan diintegrasikan,
Sedangkan tolok ukur dari tata kelola
adaptif; adalah:

a, Time o market, kecepatan
implementasi layanan baru agar dapat
digunakan masyarakat luas

b. Scalability, mampu mengakomodasi
peningkatan penggunaan/beban kerja.

¢, Extensibility, kemudahan menambah
komponen  baru  termasuk  badan
organisasi dan juga dircktorat dalam
pemerintah.

d. Complexity  Partitioning,  partisi
lembaga-lembaga  pelayanan  publik
aplikasi kedalam komponen-
komponen kementerian yang dapat
dikelola secara terpisah (modular).
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e. Reusability, pemanfaatan ulang/silang
komponen-komponen tata kelola oleh
berbagai lembaga kepemerintahan.

f.  Integration, pemanfaatan
kepemerintahan open standard yang
memungkinkan  integrasi  antar

komponen-komponen tata kelola.

Permasalahan umum yang sering
timbul adalah penerapan tata kelola tidak
terencana dengan baik serta tidak
terkoordinasinya sering berjalan lambat
karena harus mendahulukan konsensus
politik dalam pengembangan sistem
kepemerintahan. Sering kali,
pengembangan tata kelola dilakukan
dengan cara konsensus ad-hoc, yaitu
menyesuaikan dengan kepentingan politik
baru tanpa adanya kesinambungan dan
standarisasi sehingga bekerja terpisah-
pisah antara lembaga kepemerintahan
pusat dan daerah. Ketidak selarasan antara
perencanaan tata kelola dan strategi
kepemerintahan yang berbeda dapat
berakibat pada terciptanya tata kelola yang
boros dan bertentangan, kompleksitas yang
tinggi, tidak terfokus, serta biaya operasi
dan pemeliharaan yang tinggi.

2.3. Operasionalisasi tata kelola

Penyelesaian dari permasalahan di
atas, adalah dengan mengembangkan tata
kelola kepemerintahan yang adaptif.
Pengembangan  kepemerintahan  yang
adaptif dapat dilakukan dengan berbagai
cara antara lain:

a. Merencanakan tata kelola secara
menyeluruh,  mencakup  seluruh
institusi dengan berbagai tingkatan
struktur yang ada.

ce untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan P'z:rlindungan Hay

b. Mempertimbangkan kebutuhgy, tatg
kelola di masa depan denggy
mengakomodasi  perubahan da

pertumbuhan.

¢. Memaksimalkan penggunaan ulang
dan silang (reuse) komponen ty,
kelola, termasuk di dalamnya (s,
kelola sumber daya manusia.

d. Memilih kepemerintahan yang tepq;.
Dengan  mempertimbangkan  per.
kembangan kepemerintahan di masy
depan, penerapan kepemerintahan
open standard dapat lebih efisien untuk
menjamin  interoperabilitas  dan
kebebasan dari ketergantungan pada
lembaga tunggal tertentu. Selain itu,
harus dilihat juga kesesuaian dengan
kebutuhan kepemerintahan, kesiapan,
serta kemampuan institusi untuk
mengadopsinya.

e. Menerapkan prosedur standar dalam
perencanaan dan pengelolaan tata
kelola.

2.4. Dimensi pertumbuhan ekonomi dan
tata kelola pelayanan publik

Pemikiran terkini mengenai
pengentasan penanggulangan Kemiskinan
dan tata kelola pemerintahan menunjukkan
bahwa keduanya saling berkaitan satu
sama lain. Tata kelola pemerintahan yang
buruk  membuat upaya pengentasan
penanggulangan kemiskinan tidak berhasil
(Blaxall, 2000; Eid, 2000; dan Gupta,
Davoodi, dan AlonsoTerne, 1998), salah
satu penyebabnya adalah karena program
dan proyek pengentasanpenanggulangan
kemiskinan  menjadi  sarang  subur
terjadinya praktek KKN (Woodhouse,
2001). Konsensus yang timbul dari
pemikiran ini adalah tata kelold
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pemerintahan  yang  baik merupakan
sesuatu yang diperlukan supaya agar usaha

pengentasan penanggulangan kemiskinan
menjadi efektif.

Kemajuan pelayanan publik dapat
disebabkan oleh kemunculan paradigma
dan cara-cara baru dan cara-cara lama yang
diperbaiki dalam melakukan pelayanan
publik. Ada beberapa indikator dan
klasifikasi ~ kemajuan  kepemerintahan,
yakni:

a. Standar Bank Dunia mengenai
pendapatan bersih dan faktor produksi
masyarakat asli.

b. Standar Pemerintah dengan peraturan-
peraturannya mengenai upah.
Peraturan tentang upah umumnya
merupakan batas bawah dari tingkat
upah yang harus dibayarkan.

¢. Upah Minimum Regional adalah upah
bulanan terendah yang terdiri dari upah
pokok dan tunjangan tetap Dbagi
seorang pekerja tingkat paling bawah
dan bermasa kerja kurang dari satu
tahun yang berlaku di suatu daerah
tertentu.

d. Pembangunan Modal Manusia Melalui
Pendidikan yang dapat dipengaruhi
oleh anggaran pemerintah terutama
untuk rumahtangga berpendapatan

rendah.
e. Pengangguran Konjungtur dimana
pemerintah  membiarkan keadaan

seseorang bekerja dibawah jam kerja
normal. Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS), di Indonesia jam kerja normal
adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja
yang bekerja di bawah 35 jam
seminggu masuk dalam golongan
setengah menganggur.
f. Penyerapan aspirasi masyarakat.

an September Tahun 2017 145

Penyerapan aspirasi masyarakat
seringkali hanya menjadi tugas llembaga
politik dan dewan, namun jarang menjadi
tugas seluruh pelaksana pemerintah
termasuk aparat dan pegawai negeri sipil.
Meskipun tugas pokok pengumpulan
aspirasi ialah tugaspansus DPRD, pada
umumnya alasan pembenar yang dibangun
untuk kegiatan tersebut adalah dalam
rangka memperoleh masukan dari daerah
lain yang telah lebih dahulu memiliki
serumpun dan juga untuk membandingkan
materi pelayanan publik yang tengah
dibahas dengan daerah lain tersebut yang
nantinya digunakan untuk
menyempurnakan pelayanan publik.

2.5. Pelayanan publik sebagai bentuk
konsultasi politik

Partisipasi masyarakat merupakan
dasar pelaksanaan demokrasi sesuai
dengan cita-cita negara demokrasi yaitu
mengedepankan  Kkesejahteraan  rakyat.
Munir Fuady (2009) menyatakan,
Hubungan antara partisipasi masyarakat
dengan demokrasi memuat unsur-unsur
sebagai berikut. Pertama, pemahaman yang
jelas oleh warga negara tentang berbagai
hal yang perlu diketahui; kedua, adanya
wadah para warga negara dan masyarakat
sipil (civil society) mendiskusikan berbagai
hal secara cerdas; ketiga, partisipasi yang
efektif bagi para warga negara dalann
proses pengannbilan keputusan; keempat,
kontrol akhir terhadap putusan-putusan
politik tetap berada ditangan rakyat, dan
kelima, kekuasaan  publilk  yang
impersonal, yakni senantiasa dibatasi oleh
hukum dengan pusat otoritas yang
beraneka ragam.
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Aspek keterbukaan lainnya adalah
transparansi dalam pengambilan keputusan
pemerintah yang harus terbuka bagi
pengawasan publik (Bunting, 2004).
Masyarakat harus memahami bagian
penting dalam proses kebijakan publik
karena keputusan yang dibuat merupakan
solusi atas masalah yang muncul di
masyarakat itu sendiri. Pakar administrasi
publik sering menyebut transparansi
seiring dengan konsep akuntabilitas
pemerintah. Sebuah pemerintahan
demokratis yang memiliki legitimasi harus
bertanggung jawab kepada rakyat melalui
proses transparansi (Florini, 2004).

Nilai demokrasi lainnya yang perlu
mendapat  perhatian  serius  dalam
pelayanan publik adalah responsivitas.
Agar pelayanan publik lebih responsif,
maka nilai-nilai  seperti  pluralisme,
kreativitas dan keadilan perlu diinjeksi
dalam  manajemen playanan  publik
(Dwiyanto, 2010). Dalam hal pluralitas,
birokrasi  dituntut  untuk  mampu
menyelenggarakan  pelayanan  yang
berbeda jenisnya karena  kebutuhan
masyarakat yang beragam (Hopenhayn,
2008). Dengan menerapkan pelayanan
yang sama terhadap masyarakat yang
majemuk, justru akan menghasilkan
pelayanan yang kurang responsif terhadap
kebutuhan yang terkadang spesifik dan
berbeda satu sama lain.

Partisipasi rakyat boleh dikatakan
merupakan penentu keberhasilan tata
kelola  kepemerintahan.  Selain  itu,

Pelembagaan Partisipatif dalam
Pembentukan kebijakan juga membentuk
mekanisme kekuasaan untuk

mengendalikan kehidupan masyarakat dan

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindung,), Hal

dapat selalu berada pada posis; van
berseberangan dan saling bersitegang bila
dilaksanakan oleh kekuatan politik yang
berbeda. Hal ini mengarah pada tertip
administrasi penyusunan produk hukup,
daerah. Sebagai salah satu jenis prody
hukum daerah yang bersifat pengatury,
dalam proses pembentukannya tep,
berpedoman pada regulasi kementerig,

ataupun Perpres.

Sejalan dengan pemublikasian ke.
bijakan, menyangkut masalah partisipasj
publik dalam campur tangan ekstemal,
meningkatkan konsultasi dan dialog dan
mengedepankan penyelesaian  sengketa
termasuk ~ menghormati  kebebasan,
pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia. Meskipun telah diakui bahwa
perlu  prioritas  dalam  menghormati
perbedaan budaya, bahasa, dan agama,
namun, proses pembentukan mekanisme
kebijakan  publik  juga  seringkali
berseberangan dengan prinsip HAM
terutama di masa Orde Baru.

Hal demikian harus  terus
dioptimalkan agar memperoleh cara lain
selain  melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi yang menggunakan
anggaran publik. Uraian yang cukup luas
tentang demokrasi deliberatif ini sangat
penting dalam Kajian ilmu politik modern
mendukung  hal  itu, yakni dengan
diperlihatkan adanya ambiguitas dalam
demokrasi yang kemudian memunculkan
dua teori demokrasi, yaitu (1) teori
demokrasi elitis dan (2) teori demokrasi
partisipatif. Dalam proses pembuatan
kebijakan pun setidaknya muncul du3
aliran pemikiran pembentukan kebijaka:
yaitu teori demokrasi elit (elite democratic)
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dan  teori demokrasi
(participatory democratic).

partisipatif

Terhadap yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan
pertata kelola kepemerintahanan yang
lebih tinggi, maka Presiden dengan
Peraturan  Presiden  (Perpres) dapat
membatalkan yang bersangkutan (Pasal
145 jo Penjelasan angka 9 UU No. 32 tahun
2004). Jika Presiden tidak mengeluarkan
Perpres dalam waktu 60 (enam puluh) hari
setelah disampaikan kepadanya, maka
tersebut secara otomatis berlaku (Pasal 145
ayat 7 UU No. 32 tahun 2004).

Dalam UU No. 6 Tahun 2003 Pasal
4, dijamin bahwa setiap orang memiliki
hak untuk mendapatkan perkembangan
politik dan pelayanan publik dalam rangka
memberikan aspirasi politik mengenai
pelayanan  publik  maupun  Ketika
berkonsultasi dengan Bagian Hukum
pemerintah. Hal ini artinya bahwa ketika
rancangan UU dibahas di DPRD,
masyarakat harus dilibatkan agar regulasi
tersebut nantinya memberikan manfaaat
pelayanan publik yang lebih baik. Selain
itu rancangan kebijakan yang tengah
dibahas DPRD tersebut harus dipublikasi-
kan ke masyarakat. Namun kenyataannya
penyebarluasan rancangan regulasi
pelayanan  publik  seringkali tidak
menjangkau seluruh lapisan masyarakat
karena berbagai sebab.

Sementara itu, teori demokrasi

sosialis tradisional mengalami perkembang
an pesat akibat reformasi birokrasi dan
demokratisasi kebijakan publik. Hal ini
mendorong DPRD Kabupaten Blitar
meluncurkan Prolegda Tahun 2006 dibuat

dengan  mengacu  pada  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Keputusan menetapkan
Prolegda, di samping sebagai wujud
pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) UUP3, juga
berdasarkan  hasil ~ Rapat  Panitia
Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar
tanggal 14 Juni 2006 yang sebelumya telah
melakukan rapat bersama dengan eksekutif
daerah. Dalam Prolegda berdasarkan
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Blitar No. 11 Tahun 2006 tersebut
ditentukan tentang prioritas dan rencana
kerjanya dalam meningkatkan pelayanan
publik dan partisipasi publik dalam
perumusan kebijakan publik.

Hal ini mendorong masyarakat untuk
aktif dalam memberikan usulan politik
kepada DPRD yang pada akhirnya
disampaikan ke Pemerintah Daerah untuk
disusun sebagai kebijakan meskipun
dipengaruhi perkembangan politik yang
lebih komprehensif dan juga Kkarena
birokrat daerah dianggap lebih menguasai
persoalan dan lebih berpengalaman dalam
pelayanan publik yang anggota-anggota-
nya berubah-ubah silih berganti setiap lima
tahun sekali.

Ketika terjadi  tarik  menarik
kepentingan politik, dan sekalipun terdapat
pertentangan  nila-nilai  di  dalam
masyarakat, namun negara tetap dapat
berdiri sebagai badan yang tidak memihak
(value- neutral), di dalam mana nilai-nilai
dan kepentingan-kepentingan yang ber-
tentangan  dapat  diselesaikan  tanpa
mengganggu  kehidupan  masyarakat.
Dengan demikian, Kepentingan politik
diindikasikan oleh kesiapan lembaga
publik untuk bekerja dalam suasana
otonomi  daerah,
demokratisasi. Hal ini

desentralisasi  dan
memperkokoh
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otonomi daerah, kebijokan, evaluasi dan

saran,

Saling  pengaruh  mempengaruhi,
menunjukkan terdapat proses
demokratisasi dalam penyusunan

kebijakan  pelayanan  publik  dimulai
dengan diterimanya gagasan kebebasan
politik yang juga merupakan bentuk
pendobrakan atas absolutisme monarki
tersebut didasarkan pada teori rasionalistis
sebagai  social-contract  (perjanjian
masyarakat) yang salah satu asasnya
menentukan bahwa dunia ini dikuasai olch
hukum yang timbul dari alam (natural)
yang mengandung prinsip-prinsip keadilan
universal yang berlaku untuk semua waktu
dan semua orang tanpa membedakan status
sosialnya.

Setiap orang mempunyai hak-hak
politik  berupa hak atas kebebasan
berpendapat dan  berkumpul. Dalam
demokrasi  perwakilan  ini  warga
masyarakat juga menjalankan hak yang
sama  dalam  proses  pengambilan
keputusan/kebijakan publik. Namun proses
tersebut  tidak  dilaksanakan  secara
langsung oleh seluruh warga masyarakat,
melainkan melalui perwakilan dan para
wakil warga tersebut bertanggung jawab
kepada  warga  masyarakat  yang
diwakilinya. Dua elemen yang paling
esensial pada tipe demokrasi perwakilan
jalah  pertama, dipisahkannya antara
pemerintah dan masyarakat; kedua, secara
periodik diselenggarakannya pemilihan
umum (pemilu) sebagai wahana warga
masyarakat dalam mengontrol pemerintah.

2.6. Partisipasi rakyat dalam keputusan
pemerintahan

Dalam konsep demokpyg;
partisipatif, rakyat mempunyai hak untyk
ikut mengawasi dan menentukan Proses
pengambilan  keputusan pemerintahgy,
Masyarakat bisa memilih untuk I’Crgnhung
dalam  institusi  sosial, kebijakap
komunitas, struktur-struktur sosial, politik,
dan lembaga ckonomi. Oleh karcnanya.
masyarakat yang dilatih memahami tujuap
politik,sarana, dan aksi politik dianggap
lebih dewasa dalam partisipasi politik
mercka, Namun, masyarakat dengan
perilaku  politik  juga masih  harys
menumbuhkan  dimensi etika politik.
Kehendak publik harus diarahkan untuk
menghasilkan institusi yang adil.

Kehendak publik harus disertai
dengan tanggung jawab, sedangkan
institusi eksekutif dan yuridis (kebijakan,
aturan,  kebiasaan, lembaga sosial)
berperan mengorganisasikan ke dalam
tahap yuridis yang merupakan pekerjaan
yang benar-benar menyangkut perumusan
atau  pengkaidahan suatu  peraturan
kebijakan. Tahap ini melibatkan kegiatan
intelektual yang murni bersifat yuridis
yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga
yang khusus berpendidikan dan mampu
menjaga diri dalam keseimbangan interaksi
politik ditandai dengan adanya tolak-tarik,
pengaruh- mempengaruhi, dan intervensi
dari berbagai pihak yang berkepentingan
dalam proses pembentukan kebijakan.

[nteraksi  politik dalam proses
pembentukan kebijakan tersebut bisa saja
terjadi pada saat sedang dalam tahap
perencanaan,  persiapan,  perumusan,
pcrumusan, pembahasan, pengesahan,
bahkan  bisa  terjadi pada tahap
pengundangan.
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Asas  keterbukaan  dan  asas
partisipasi publik menjadi awal penting
dalam merumuskan kebijakan publik dan
akhirnya mendorong  seluruh  lapisan
masyarakat untuk memperoleh kesempatan
yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan  dalam  proses  pembuatan
kebijakan. Mereka bisa memantau lewat
media massa dan bagaimana hak mercka
diakui negara. Meskipun negara menjamin
hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembentukan kebijakan, namun secara
yuridis posisi tawar masyarakat dalam
proses pembentukan kebijakan publik
sangat lemah. Artinya, secara yuridis
maupun politis posisi masyarakat adalah
subjek yang lemah dan pasif atas
serangkaian proses pembentukan
kebijakan.

Hal ini makin sulit ketika eksekutif
tidak mengakui demokrasi dan tidak
menerapkan tata kelola pemerintahan.
Untuk itu perlu penguatan demokrasi
meliputi  pembuatan  struktur-struktur
formal demokrasi menjadi lebih liberal,
memiliki akuntabilitas, representatif, dan
terjangkau, yang kesemuanya menunjuk
pada suatu keadaan yang lebih demokratis.
Di samping itu, kemajuan ke arah
kebebasan dan kepatuhan terhadap
kebijakan yang lebih besar adalah sangat
penting.

Adanya krisis demokrasi
individualisme-liberal mengarahkan para
ahli dan ilmuwan untuk terus berupaya
mencari gagasan baru sebagai alternatif
demokrasi. Hal ini memunculkan teori
demokrasi partisipatif dan demokrasi
deliberatif. Keduanya membentuk model
kehidupan politik yang penting dalam

implementasi  dan  penegakan  kebijakan
publik.

Namun, keduanya memiliki
kelemahan ketika tidak diimbangi dengan
perlindungan dan pengakuan Hak Asasi
Manusia. Ketika kebijakan dirumuskan
oleh eksekutif dan penguasa, tanpa
mengukur dampak terhadap pelanggaran
HAM, maka akan memunculkan instrumen
kriminogen yang dapat menghasilkan
kriminalisasi bagi kelompok marjinal
maupun  kelompok  lemah. Artinya,
interaksi  politik dan  pembentukan
kebijakan harus disertai dengan pengakuan
hak asasi dan juga partisipasi publik agar
mencerminkan  perspektif  demokrasi.
Tahapan pembentukan kebijakan harus
dipantau dan mendahulukan kepentingan
umum agar mendapatkan legitimasi
masyarakat.

3.METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu suatu proses
penelitiin ~ dan  pemahaman  yang
berdasarkan pada metodologi  yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan
masalah manusia. Pada pendekatan ini,
peneliti  membuat  suatu  gambaran
kompleks, meneliti kata-kata, laporan
terinci dari pandangan responden, dan
melakukan studi pada situasi yang alami
(Creswell, 1998)

Penulis  menggunakan  kerangka
kerja perancangan tata kelola yang
diturunkan dari kerangka kerja kebijakan
pelayanan publik. Selanjutnya melakukan
perancangan tata kelola kepemerintahan
pelayanan publik, partisipasi dan aspirasi
masyarakat, dan akhirnya konsepsi Hak
Asasi Manusia dalam pelayanan publik.
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Tahapan tersebut akan menghasilkan
usulan tata kelola kepemerintahan yang
disesuaikan dengan sistem perkembangan

politik masa depan

Pendifinisian  dan  penyelarasan
antara strategi kepemerintahan dengan
strategi demokratisasi pelayanan publik.
Pendefinisian sumber data juga diperlukan
agar integrasi antara unit satu dengan yang
lainnya memperoleh data yang baik. Pada
penyimpanan dan pengolahan data terjadi
keselarasan fungsi satu dengan yang
lainnya, hal ini tentunya sangat perlu
diperhatikan karena pada suatu pengolahan
data diperlukan penerapan fungsi yang
sejalan. Dalam hal penyusunan tugas akhir
ini penulis mencoba menerapkan Analisis
kebijakan pelayanan publik sebagai bahan
acuan.  Sehingga  pada  akhirnya
menghasilkan data validasi yang bisa
diterima dan diterapkan sebagai kerangka
kerja  kebijakan  pelayanan  publik,
komponen-komponennya, dan bagaimana
cara melakukan identifikasi satu fungsi
untuk kemudian dijadikan layanan yang
bisa dibagikan dan disebarkan. Untuk itu
digunakan  data  sekunder,  berupa
dokumen/referensi yang berkaitan dengan
isu penelitian yang terdapat pada
perusahaan, seperti proses kepemerintahan
dan juga identifikasi visi dan misi tersebut
diperlukan untuk menentukan strategi apa
yang akan diambil selanjutnya untuk
mendukung kelancaran kegiatan pelayanan
publik.  Tahap  selanjutnya  adalah
menganalisis hasil pengumpulan data dan
studi literatur tersebut tersebut dalam
proses perancangan sesuai dengan tahapan-
tahapan dari kerangka berpikir untuk

mendeteksi  berbagai  faktor  yang

¢ untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan 11y,

mempengaruhi  keberhasilan  pelayanap

publik.
4.PEMBAHASAN

4.1. Reformasi hukum dan pelayanan
publik

Dalam negara yang menganut faham
negara hukum yang demokratis, senantiasa
mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahannya
maka warga negara tidak cukup dipandang
sebagai customer, melainkan juga
dianggap sebagai warga negara yang
ditempatkan sebagai pemilik pelayanan
publik.

Pemahaman bahwa masyarakat
adalah pemilik pelayanan publik maka
sudah seharusnya masyarakat diikutserta-
kan dalam membuat keputusan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan
pelayanan publik. Dengan melibatkan
masyarakat dalam membuat keputusan
yang berhubungan dengan pelayanan
publik maka akan ada banyak keuntungan
yang didapat. Keuntungan yang pertama
adalah adanya peningkatan kualitas
kebijakan  publik  yang  dihasilkan
pemerintah yang pada gilirannya akan
sangat menguntungkan bagi masyarakat
yang sebagai sasaran kebijakan. Kedua,
partisipasi masyarakat dalam pembuatan
kebijakan publik juga akan memberikan
manfaat bagi pemerintah. Artinya dengan
adanya kebijakan yang dihasilkan secara
demokratis maka pemerintah akan semakin
kuat dalam kapasitas kelembagaannya.

Reformasi Hukum, diarahkan pada
penegakan hukum dan keadilan yang
didalamnya mencakup aspek yang luas.
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Dimular dan kemandinan  lembaganya,
peninghatan pelakanaan tunga ama
vuridis, admmatras, penataan
Lelembagaan vang cfisten dan  efeknf
dengan  tatalaksana  vang  jelas  dan
transparan. Diawaks oleh SDM aparatur
vang profesional. berakuntabilitas Kepada
mitra  kerja  (pemangku  kepentingan).
sampai kepada adanya pengawasan vang
proposional serta menghasilkan pelayanan
prima. Sccara operasional  reformasi
hukum  yang menjadi  bagian  dan
penyelenggarman  Good  governance
dilaksanakan olch seluruh jajaran aparatur
pemerintah, baik di pusat maupun i
daerah. baik para tenaga teknis yundisnya
maupun tenaga administrasinya.

Tata kelola kepemerintahan
dianggap berkaitan dengan Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan yang harus
memenuhi harapan dari para pencari
keadilan vang selalu menghendaki
pelayanan publik yang sederhana, cepat,
tepat, dan biaya ringan. Pelayanan publik
membutuhkan upaya-upaya pembinaan,

penyempurnaan dan pengendalian
manajemen organisasinya secara
terencana, sistematis, bertahap,

komprehensif dan berkelanjutan untuk
meningkatkan Kinerja seluruh aparatur
peradilan dalam rangka mewujudkan good
governance.  Untuk  itu dibutuhkan
perencanaan yang mantap, pelaksanaan
yang tepat dan pengawasan yang ketat
diikuti dengan evaluasi yang cermat.
Secara formal pelaksanaan publik harus
dipertanggung jawabkan.

4.2, Pelayanan publik dan manajemen
sumber daya

Pelayanan publhik adalah satu praktek
manajemen untul rmemah stmalkan
Rontribust dari sumber daya agar tercipta
aktivitas  pembangunan  pubhik  untuk
mencapar  tujuan  kmerjanya Uintuk
mencapal misi organisasi pubhik melalui
Kinerja optimal dart proses kepemermtahan
dengan cfisienst lingkungan kerja melalu
kerangka kerja Kebijakan pelayanan pubhik
sehagai  scbuah  taksonomt, Artinya,
kebijakan pelayanan publik adalah sebuah
proses yang membutuhkan  blue print
sehagai  kerangka terperinci  dan alat
pendukung  untuk mengembangkan,
mendisain, evaluasi, dan membangun
pelayanan publik didalam kebijakan yang
menyeluruh  dan  terintegrasi - yang
membutuhkan dukungan pada tahapan
persiapan, tata kelola vision, tata kelola
politik, tata kelola sistem informasi dan tata
kelola teknologi.

Pelayanan  publik  adalah  hak
konstitusional warga negara. Konstitusi
Indonesia mengamanat-kan negara
kesejahteraan, amanat dan Kkonsepsi
tersebut terdapat dalam alinea keempat
pembukaan UUD 1945, yaitu: “umiuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah  Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa”

Isi dari pembukaan UUD 1945 diatas
menjelaskan bahwa negara memiliki
tanggung jawab untuk  memajukan
kesejahteraan  umum dalam arti yang
seluas-luasnya Karena berkaitan dengan
kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Dalam hal ini tanggung jawab
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negara adalah bagaimana mengusahakan
semua  prasyarat, kondisi  dan  sarana
maupun prasarana yang dapat mendukung
tercapainya kesejahteraan umum
(Puspitosari, 2011). Kesejahteraan umum
adalah  suatu  Kondisi  tertentu  yang
dirasakan  oleh  publik  mengenai
Kehidupannya yang baik dan berkeadilan.
Kondisi publik yang scjahtera dapat
dideskripsikan sebagai keadaan
masyarakat yang bebas dari perasaan lapar,
kemiskinan kecemasan akan hari esok,
perasaan takut dari penindasan dan dari
ketidakadilan. Dalam batang tubuh UUD
1945, kewajiban negara untuk
menyelenggarakan  pelayanan  publik
tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) yang
menyatakan:

“Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan keschatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Untuk  memenuhi  kesejahteraan
itulah maka negara melakukan pelayanan
kepada masyarakatnya yang kita kenal
sebagai pelayanan publik. Pelayanan
publik adalah termasuk hak dalam konteks
hak ekosob, hak ckosob merupakan bagian
yang esensial dalam hukum HAM
internasional; bersama-sama dengan hak-
hak sipil dan politik menjadi bagian dari
the international bill of human rights.
Dengan demikian hak ekosob tidak dapat
ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan
politik. Hak ekosob mengubah kebutuhan
menjadi hak, atas dasar keadilan dan
martabat manusia, hak  ekosob
memungkinkan masyarakat menjadikan
kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah
hak yang harus diklaim (rights to claim)
dan bukannya sumbangan yang didapat

Good Governance untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Hak.

(charity to receive). Hak-hak ekosob serjy, 2
juga discbut sebagai hak-hak posjir
karena tidak seperti dalam hak-hak Sipii
dan politik, dalam hak ckosob ini negar,
harus berperan atau mengambil langkap,
positif untuk menjamin terpenuhinya ha.
hak ini.

4.3. Pembentukan Peraturan Daerap
dalam Perspektif Demokrasi

Pada dasarnya, setiap peraturan
daerah wajib disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri untuk provinsi dan
Gubernur untuk kabupaten/kota untuk
memperoleh klarifikasi. Terhadap
peraturan  daerah yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan
yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai
mekanisme  yang  berlaku.  Dengan
demikian, terdapat peran besar masyarakat
untuk  menggunakan hak  untuk
memperoleh perkembangan politik publik
sesuai  dengan  Peraturan  Daerah.
Sedangkan bagi badan publik, sesuai Pasal
6 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai
kewajiban untuk  menyebarluaskan
perkembangan politik penyelesaian tugas
dan fungsinya kepada masyarakat secara
cepat dan tepat waktu. Penyebarluasan
perkembangan politik tersebut dilakukan
dengan bahasa yang mudah dipahami dan
dijangkau oleh masyarakat. Dikarenakan
raperda yang tengah dibahas di tingkat Tim
Eksekutif  tidak  dipublikasikan ke
masyarakat  dikarenakan pokok materi
yang diatur hanya merupakan penjabaran
lebih lanjut (breakdown) dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Raperda terkait dengan pembentukan
stuktur  organisasi/kelembagaan  di
lingkungan  Pemda  biasanya tidak
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disebarluaskan, sebab ini hanya
menyangkut kebutuhan Pemda setempat.
Bahkan Pemda di lokasi penelitian juga
acapkali tidak menyebarluaskan Raperda
yang  mengatur  pungutan  kepada
masyarakat, dengan latar belakang
kekhawatiran bahwa jika masyarakat
berpartisipasi aktif maka memunculkan
pertentangan  dan  permasalahan lain
terutama bila masyarakat tidak siap dengan
demokratisasi dalam kebijakan publik.

4.4. Mekanisme pengakuan HAM dan
hak politik

Dalam proses membangun
mekanisme HAM nasional, ke depan masih
banyak sekali tantangan. Perlindungan
HAM di Indonesia membutuhkan lebih
dari sebuah lembaga lembaga juru bicara
tanpa kekuasaan yang nyata. Indonesia
membutuhkan suatu mekanisme HAM
regional yang kuat, yang terdiri dari ahli
independen yang mampu menyelidiki dan
mengevaluasi laporan pelanggaran HAM;
mempertimbangkan pengaduan individu
bebas dari gangguan luar, dan membuat
keputusan bahwa bangsa- bangsa yang
bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti.

Secara internasional, pada 23
Oktober 2009, para pemimpin ASEAN
menyetujui the  ‘Cha-am Hua  Hin
Declaration on the Inauguration of the
AICHR' (Cha-am Hua Hin Deklarasi
tentang  Peresmian AICHR). Tonggak
sejarah perkembangan HAM di ASEAN
dengan ditetapkannya sebuah badan HAM
di tingkatan ASEAN yang disebut sebagai
ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Right (AICHR) atau Komisi
Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM,
selanjutnya disebut Badan HAM ASEAN.

Tonggak sejarah ini tidak terjadi dengan
sendirinya namun harus melalui perjalanan
panjang yang dimulai scjak 16 tahun lalu
yaitu sejak diadopsinya ASEAN Joint
Communique di tahun 1993  yang
mencantumkan tentang ide pembentukan
mekanisme HAM  regional.  Dalam
deklarasi ini, negara-ncgara anggota
ASEAN  berkomitmen  untuk  lebih
mengembangkan  kerja  sama  guna
mempromosikan dan melindungi hak asasi
manusia di wilayah ini.

Dalam  mempromosikan dan
melindungi hak asasi manusia, perlu
menghormati  kebebasan fundamental,
promosi serta perlindungan hak asasi
manusia, dan promosi terhadap keadilan
sosial, Situasi di atas dapat kita lihat dalam
Pasal 1.6 tor AICHR menetapkan tujuan
AICHR adalah suasana untuk menegakkan
standar-standar  hak  asasi  manusia
internasional sebagaimana dimuat dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan
instrumen-instrumen hak asasi manusia
internasional, dimana  negara-negara
anggota ASEAN adalah negara-negara
pihak pada instrumen-instrumen
tersebut.16 Selain itu, penghormatan atas
prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia
internasional, termasuk universalitas HAM
juga ditegaskan sebagai salah satu prinsip
panduan bagi para pelaksana kebijakan
publik terutama yang menjalankan tugas
menyediakan pelayanan publik.

Lembaga publik harus mampu
menjadi wadah perjuangan HAM bagi
masyarakat sipil dan tidak terpengaruh
oleh kepentingan perkembangan politik.
Hasil ini patut mendapatkan apresiasi,
meski banyak kritik di beberapa sisi,
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khususnya perihal adopsi prinsip-prinsip
kepemerintahan dan hak asasi manusia di
dalam panduan tersebut. Selain itu, sampal
hari ini publik di Asia Tenggara juga masih
menanti kebijakan yang akan dikeluarkan
oleh AICHR, guna melindungi masyarakat
ASEAN menjelang pasar bebas ASEAN
2015. Hal ini cukup berseberangan dengan
perlindungan hukum maupun pelanggaran
hukum bagi pekerja yang menghadirkan
pesimisme kita semua pada masa depan
praktek HAM ke dalam pelayanan publik.
Akan tetapi, serangkaian ganjalan
paradigmatik serta politis mungkin bisa
menjadi pembenar, bagi tumpulnya kinerja
AICHR periode ini. Selain juga sengkarut
hubungan antara mekanisme HAM
nasional, regional, dan internasional, di
negara-negara anggota ASEAN, yang
menyulitkan bekerjanya sebuah
mekanisme HAM. Lepas dari seluruh
catatan kelemahan tersebut, langkah-
langkah yang diambil AICHR setidaknya
telah menjadi upaya konstruktif dalam
konteks pengakuan tiga pilar utama
eksistensi dasar hak asasi manusia, yatu
integritas manusia ; kebebasan dan
kesamaan. Dengan kata lain AICHR telah
memulai memetakan dan menjalankan
pendekatan perlindungan HAM scbagali
sebuah konstruksi aktif (rights-based
approach) ~ dalam hal  eksistensi
perlindungan HAM itu sendiri berdasarkan
atas asas ketersediaan, kesempatan
memperolch, asas penerimaan dan asas
penyesuaian  ( berdasarkan  kondisi
masyarakat madani yang demokratis di
ASEAN. Sejumlah keberhasilan kecil di
atas, paling tidak bisa menjadi warisan
AICHR saar ini, untuk pengembangan
mekanisme perlindungan HAM di ASEAN

selanjutnya. Selain itu, rekomendasi-

ndorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan 1,

rekomendasi AICHR terhadap permagalyy,.
an tematis perlindungan HAM ASEAN
seperti permasalahan pelindungan Elnak:
perempuan, gangan manusia, terorisme dp,
hak atas pembangunan, juga telah menjaq;
peta jalan advokasi perlindungan HAy
tematis di ASEAN yang mampu mem.
perkuat fungsi dan peranan AICHR dalam
meningkatkan pelayanan publik di ASEAN
maupun di Indonesia.

Konvensi  Eropa  menekankan

perlindungan hak-hak sipil dan politik,
sedangkan Piagam menjamin hak-hak
ekonomi dan sosial. Konvensi Eropa
adalah perjanjian komprehensif pertama
yang menetapkan prosedur pengaduan
internasional dan pengadilan internasional
untuk  perlindungan HAM.  Dengan
demikian  terdapat  alasan  untuk
memasukkan perlindungan HAM sebagai
bentuk pelayanan publik.

Sampai saat ini, setidaknya sudah
lebih dari 350 LSM yang telah diberikan
status oleh Komite Menteri. Dengan status
ini, LSM-LSM tersebut dapat terlibat
dalam: (i) penyusunan rancangan suatu
konvensi; (i) membantu pemohon untuk
melengkapi  aplikasi dan  membantu
merumuskan argumen yang memadai
untuk  menyebabrkan pengetahuan
mengenai pelayanan publik berbasis HAM.

Memajukan HAM dalam konteks
regional  dengan mempertimbangkan
kekhususan nasional dan regional menjadi
dasar bagi pemerintah untuk menyediakan
pelayanan publik yang saling menghormati
perbedaan latar belakang sejarah, budaya
dan  agama, serta memperhatikan
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Selain  itu, komunitas internasional
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memiliki tugas untuk  bertindak untuk
mendorong  seluruh pemerintalh  dan
aparatnya  untuk  terus memperbaiki
pelayanan  publik schagai

upaya
perlindungan  dan

promosi  HAM.
Remudian  Pasal 4.12  AICHR Juga
mencantumkan tentang
pemerintah  dan

Kewajiban
aparatnya  untuk
memberikan  jaminan pelayanan  publik
lebih baik dari sisi keamanan dan Jjuga
kenyamanan kepada masyarakat tanpa
mengurangi independensi pejabat terhadap
pemerintahnya, dan hal inj menjadi tugas
bersama  pemerintah (negara-negara
anggota  ASEAN)  dengan  warga
(masyarakat ASEAN) dalam konstruksi
pemangku kewajiban dan pemegang hak.

Pekerjaan ini telah diarahkan dan
mulai dikembangkan pada tataran proses
yang terus-menerus, bukan menekankan
pendekatan transaksional sebagai sebuah
proyek tahunan diranah advokasi aktif,
Selain itu dengan mengaplikasikan model
konsultasi dan koordinasi berdasarkan
bottom up system berdasarkan partisipasi
masyarakat nasional, maka prinsip
pelayanan publik dapat disesuaikan dengan
pendekatan  proaktif negara  untuk
memperbaiki sistem pelayanan dan agenda
pelayanan publik.

Untuk itu perlu dihasilkan sebuah
blue print perbaikan pelayanan publik
sebagai bagian dari perlindungan HAM
yang disepakati oleh semua pihak dengan
terus mengembangkan rasio-rasio atau
indikator pelaksanaan kebijakan pelayanan
publik yang lebih baik.

4 |
2 Bulan September Tahun 017

4.2 Pengembangan  visi pelayanan
Publik dan pertumbuhan ekonomi

Scbuah studi Bank Dunia terkenal
vang dilakukan oleh Kautmann, Kraay,
and Zoidob Lobaton (1999y, menyimpul-
kan bahwa tata kelola pemerintahan yang
baik sangat penting dalam Kinerja ekonomi
Suatu negara. Scbagai contoh, kenaikan
satu standar deviasi  pada salah  satu
indikator  tata  kelola  pemerintahan
menyebabkan  kenaikan  dua  setengah
sampai empat Kali lipat dari pendapatan per
kapita, penurunan dua sctengah sampai
empat kali lipat pada angka kematian bayi,
dan kenaikan sebesar 15 sampai 25 persen
pada  angka kemampuan membaca
penduduk. Studi ini memberikan bukti kuat
bahwa tata kelola pemerintahan yang baik
merupakan komponen yang penting untuk
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
indikator sosial.

Studi lainnya oleh Rajkumar and
Swaroop (2002) menemukan bahwa
efisiensi  dalam  pengeluaran  publik
menurunkan angka kematian bayi/anak,
menaikkan tingkat pendidikan penduduk,
dan berhubungan positif dengan tata kelola
pemerintahan. Pengeluaran publik menjadi
lebih efektif apabila terdapat tata kelola
pemerintahan yang baik dan menjadi
kurang efektif apabila terdapat tata kelola
pemerintahan yang buruk. Studi ini
menyimpulkan bahwa institusi publik yang
berfungsi dengan baik merupakan suatu hal
yang sangat penting untuk membuat
pengeluaran  publik menjadi pelayanan
publik yang baik.

Rata-rata kepadatan penduduk di
Indonesia  tercatat 989 jiwa  setiap
kilometer persegi dan rata-rata anggota

Scanned by CamScanner



156 | Good Governance untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Pk

Hak Warga Negara

mmah tangga menurut Kabupaten  dan
Kota sehesar 38 jiwa. Hal i
menunjukRan bahwa pemberian pelavanan
publik  harus  diprioritaskan  kepada
penduduk usia produktif vang makin tinggi
proporst maupun  pertumbuhannya  dari
tahun ke  tahun  seiring dengan
pertumbuhan penduduk usia tua yang
semakin tinggi. Adanya krisis ekonomi
tahun 1997 temvata tidak mempengaruhi
komposisi penduduk, namun dari sisi
ekonomi terdapat perubahan dinamis sejak
krisis ekonomi tahun 1997. Salah satu
penentu daya tarik investasi yang utama
adalah pemerintah dan kebijakannya.
Sebab para investor selalu memantau peran
suatu pemerintah dalam sistem ekonomi,
serta perilaku dan tindakannya terhadap
investor. Jika pemerintah dan kebijakannya
tidak ramah terhadap investasi, sangat sulit
aliran  investasi masuk ke dalam
perekonomian. Oleh karena itu pemerintah
harus tetap merespon secara positif
terhadap dunia usaha.

Sebagai upaya untuk menunjang dan
mendukung usaha pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi maka dalam bidang
pengembangan dunia usaha telah ditempuh
berbagai  kebijakan  dalam  rangka
menyediakan dan menciptakan iklim sejuk
bagi bagi investor yang telah dicanangkan
yang meliputi pemberian berbagai fasilitas
dan  kemudahan serta  penyediaan
parasarana yang cukup. Penyediaan lokasi
wilayah/kawasan industri untuk
memudahkan pelian perencanaan dan
penyediaan prasarana maupun upaya
pengendalian pencemaran/limbah; effect
dan selanjutnya akan meningkatkan
produksi  atau  penawaran aggregat
sehingga PDRB akan meningkat.

Sudah menjadi rahasia umum bakwa
tata kelola pemerintahan  yang by
adalah suatu masalah yang serius g
Indonesia. Sejak beberapa waktu yang laly
Indonesia mendapat peringkat tertingg;
dalam daftar negara vang paling Korup d;
dunia. Sebelum terjadinva krisis ekonom;
pada tahun 1997. masalah tata kelola
pemerintahan telah muncul di permukaan,
namun masalah ini  secara umum
diabaikan. Perekonomian yang tumbuh
tinggi nampaknya sudah cukup bagi
kebanyakan orang untuk menkompensasi-
kan kerugian dan inefisiensi yang terjadi
akibat tata kelola pemerintahan yang
buruk. Namun, kondisi krisis ekonomi
yang semakin parah telah menyadarkan
banyak orang tentang parahnya praktek
tata kelola pemerintahan yang buruk.
Beberapa inisiatif untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan tata kelola
pemerintahan yang baik di Indonesia telah
diusulkan dan dicoba. Namun, usaha-usaha
ini ternyata sulit untuk dicapai dan sangat
elusif.

Pemikiran ini didukung oleh
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-
Ul) yang menemukan bahwa otonomi
daerah telah meningkatkan ketidakpastian
usaha dan biaya usaha di tingkat lokal
(dilihat melalui meningkatnya jumlah
pembayaran tidak resmi yang dikeluarkan
oleh pengusaha). Meskipun pembayaran
tidak resmi (suap) kepada pejabat publik
telah dilakukan, ternyata hal ini tidak dapat
memperbaiki efisiensi kegiatan ekonomi
mereka. Justru hal sebaliknya yang terjadi,
karena para pengusaha itu sering harus
menghabiskan lebih banyak waktu dan
tenaga dalam berurusan dengan pejabat
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publik dan regulasi daripada waktu untuk
berbisnis. Studi ini juga menemukan
bahwa di daerah yang mempunyai
peraturan dan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik, frekuensi pembayaran
suap berkurang. Hal ini merupakan
indikasi bahwa tata kelola pemerintahan
yang baik akan mengurangi praktek KKN.
Temuan lainnya yang menarik adalah
tingkat ~kemampuan  daerah  untuk
menghasilkan pendapatan sendiri (PAD)
ternyata sama sekali tidak berhubungan
dengan tata kelola pemerintahan, karena
daerah yang banyak menghasilkan PAD
juga merupakan daerah yang lebih banyak
ditemui praktek penyuapan dan KKN.

4.3. Kebijakan pelayanan publik sebagai
proses kompromi politik dan hukum

Hidayat (2010) menyebutkan bahwa
dalam tradisi hukum sipil (termasuk juga
tradisi hukum sosialis), peran organ negara
(parlemen dan pemerintah) begitu dominan
dan sangat monopolis dalam menentukan
arah perkembangan pelayanan publik.
Oleh karena begitu kuatnya peranan organ
negara tersebut, maka tidak jarang
ditemukan  bahwa  strategi  dalam
pembentukan hukum menurut  tradisi
hukum sipil ini adalah menganut strategi
pembangunan hukum ortodoks. Kebijakan

publik yang dihasilkan oleh strategi ini

akan bersifat positivis- instrumentalis,
yakni hukum menjadi alat yang ampuh
bagi pelaksanaan ideologi dan program
negara. Dengan demikian pelayanan publik
hanya ditinjau dari kepentingan penguasa
bukan dari kepentingan masyarakat.

Faktanya, hampir dalam setiap
proses pembentukan hukum selalu terjadi
tolak- tarik, megotiable, subjective and

policy dependent as politics antar subyek
yang terlibat di dalamnya. Dengan
demikian, pada  dasarnya  proses
pembentukan kebijakan kepemerintahan
sangat sarat dengan interaksi kekuasaan
penguasa dan kepentingan pemerintah
bukan  aspirasi  masyarakat. Oleh
karenanya, Gerakan Critical Legal Studies,
misalnya, mengkritik pendapat kedua
ajaran tersebut dengan mengatakan bahwa
proses pembentukan kebijakan publik
harus dibalik yang dimulai dengan
pengumpulan aspirasi masyaraka. Proses
pembentukan kebijakan tersebut harus
mengumpulkan gambaran dari berbagai
muatan dan kepentingan publik dan
kehidupan sosial yang mengatur berbagai
aspek tentang kehidupan kemasyarakatan
di daerah yang bersangkutan, seperti yang
menyangkut larangan peredaran minuman
keras, penertiban  pelacuran, dan
semacamnya. Dengan demikian, regulasi
yang melarang aktivitas masyarakat juga
merupakan bentuk pelayanan publik agar
sebuah dapat dipertanggungjawabkan dari
aspek tata kelola kepemerintahanan bidang

hukum,

Pelayanan  publik  dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi  seluas-
luasnya mengandung makna bahwa daerah
diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan rumah tangganya
sendiri (Widodo, 2001). Daerah otonom
memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah  untuk  memberi  pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Perumusan kebijakan daerah tersebut di
antaranya adalah melalui peraturan daerah.
Dengan demikian, posisi menjadi sangat
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penting sebagai bughat Togal pelayinin
publik

ko menyamghut ampun organiansd
dan administeast pemerintahan, pelayanan
publik — bortajoan menfnphathon oy
fvestast di daeraly din pergerahin baveang,
antar dacrah, sert yang paling: menonjol
adalah mengurangt — boban yang
memberathan masyarakal,
Demikian pelayanan publik haras bersifal
aspivatil tedhadap donin usaha, Sementan
yong  menyanghut - Kehidupan  sosial
acaphali ditenparal Kneang memperhatikan
nilad-nilal sosinl - yang tmbuh - dan
berthembang i dacrah yang bersangkotan,
Dengan demikian, pelayanan publik haros
memiliki kekuntan hokum — apar
dilaksanakan  sepenuhnya oleh Pansus,
instansi/unit Kerjn/SKPD,

chonomi

Dalam studi ilmu politik, pelayanan
publik tidaklal berada dalam keadnan yang
vakum, akan tetapi merupakan oktivitas
yang  berada  dalam linghungan - yang,
dinamis — dan - merupakan - produk  dari
pelbagai elemen, termasuk di dalamnya
clemen politik, ehonomi, sosial, budaya,
dan  sistem nilainya dan agama, Oleh
karena itu cksistensi pelayanan publik
sungat banyak bergantung kepada ik tor-
faktor vang berada di Tuae hukum dan
politik. Jadi pelayanan publik bukanlah
untuk — pemerintah tap Jupa untok

masyarahat,

Perbaikan Pelayanan publik
ditujukan  untuk  membangun kembali
kepercayaan  masyatakat  (publik irust
builcding) tethadap Pemerintah, Karena itw
yang dipililadalaly program yang memiliki
daya unghit (Aey feverage) yang terhait
dengan  perbaikan produk utama - (core

activitles) suatu lembaga, Hasil perubahan
dilam percepatan ini dapat dengan mudal,
terlihnt dan manfontnya dapat dirasakan
[nnpsung oleh masyarakat, Perkembangan
politik ikut mempengaruhi tata kelola yang
bidk — dan akhirnya — pelayanan publik
dilingkungan Organisnsi publik,
Kepemerintnhan dengan ragam  regulasi
dibidang ndministrasi perkara,

Dari hasil — analisis — penclitian
mengenai pelayanan publik dan HAM,
diperoleh pemikiran baru mengenai upaya
menyeimbangkan  pelayanan publik  dan

jugn mengerakkan pembangunan melalui

peningkatan pertumbuhan ¢konomi. Hal
ini dapat dicapai dengan mengalokasikan
belanjn daerah seeara proporsional antara
belanjn rutin - yang  konsumtif dengan
belanjn pembangunan yang lebil memihak
kepentingan — publik — sehingga  mampu
memberikan  efek  positit  terhadap
pertumbuhan ckonomi. Dari sisi sosial dan
politik, terutama di tengah situasi politik
yang kurang menguntungkan di atas, lahir
sebuah - kompromi  dari - negara-negara
ASEAN untuk
pelaksanaan HAM  dengan prinsip tata
keloln  Kepemerintahan — agar  tercapai
perbaikan  pelayanan  publik  dan juga
perlindungan HAM untuk masyarakat luas.
Namun, dart uraian di atas  tergambar
seranphainn kendala yang dibadapi oleh
bacdin ind, baik yang sitatnya paradigmatik,
normatil, maupun akuntabilitas

helembagnannya,

mengkombinasikan

4o, Kelembagaan perlindungan aspirasi
publik dan pengakuan HAM

Sementara permasalahan - yang
berkaitan dengan kelembagaan, mencual
antara lain dalam hal peran dan sifat dari
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AICHR. Menurut ketentuan tor, peranan
dan sifat dari lembaga ini dibatasi sebatas
badan konsultasi. Akibatnya lembaga ini
tidak mampu  menjalankan  peranan
schagaimana  layaknya badan HAM
regional. Mandat dan fungsi lembaga ini
juga sangat ferbatas. Meski  dikatakan
fungsi  utama dari  AICHR adalah
melakukan  perlindungan  dan  promosi
HAM di wilayah ASEAN, namun lembaga
ini tidak dilengkapi dengan  fungsi
perlindungan (protection) yang memadai.
Badan ini memiliki fungsi monitoring yang
memungkinkan badan ini dapat melihat
langsung ke wilayah yang diduga telah
terjadi  pelanggaran hak asasi manusia
ditandai dengan pelayanan publik yang
memburuk.

Para pemangku kepentingan di
ASEAN, khususnya masyarakat sipil tentu
sangat menaruh harapan besar pada
AICHR, bahwa  AICHR mampu
melaksanakan  fungsi-fungsi  komisi
perlindungan HAM seperti halnya komisi-
komisi HAM regional lainnya, seperti di
Eropa, Amerika dan Afrika. Penguatan
AICHR dalam promosi dan perlindungan
hak asasi manusia sesuai dengan standar
internasional ini menjadi indikator dalam
perbaikan  pelayanan  publik. Hal ini
dimulai dengan penctapan batas yang sah
antara suasana ASEAN Way khususnya
pada prinsip non-intervensi dan hak asasi
manusia. AICHR harus membatasi dengan
jelas bahwa, ketika terjadi suatu peristiwa
pelanggaran  hak asasi manusia, maka
prinsip tata kelola telah dilanggar dan
dibutuhkan pengawasan dari masyarakat
internasional untuk mengukur proses
perbaikan pelayanan publik.

4.5. Kebijakan  normatif  untuk
menumbuhkan aspirasi publik

Kebijakan  normatif  dianggap
berkaitan dengan kepentingan pemerintah.
Namun, kebijakan ini dianggap lemah
dalam mengkom-binasikan aspirasi yang
tumbuh dalam masyarakat. Kebijakan ini
pada dasarnya merupakan substansi dasar
demokrasi. Namun, di tingkat daerah yang
sedang melakukan pembentukan
demokrasi niscaya seringkali ~masih
bersifat formalitas dan jarang bersandar
pada prinsip kepentingan dan aspirasi
masyarakat. Hal ini hanya bisa terwujud
apabila asas keterbukaan diimplemen-
tasikan, yang pada gilirannya akan
membuka akses yang cukup luas dan lebih
besar kepada masyarakat sipil (civil
society) untuk berpartisipasi baik pada
setiap proses pengambilan keputusan
publik di daerah. Hal ini kontras dengan
aliran  teori demokrasi elit yang
menekankan kepercayaan adanya peran
terbatas atau pasif yang diberikan kepada
publik yang hanya diberikan pada
pertimbangan periodik tertentu. Lokus
kekuasaan pembuatan kebijakan berada
pada birokrasi atau elite teknokrat yang
dipandang sebagai aktor yang paling
mampu dalam melakukan pengambilan
keputusan. Artinya, dibutuhkan
kemampuan untuk berkomunikasi dengan
masyarakat yang diwakilinya untuk
memahami dan menyerap hasrat, aspirasi
dan tuntutan-tuntutan  mereka, dengan
sikap yang benar-benar representatif
terbuka.
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S5.KESIMPULAN

Pertama, perbaikan pelayanan publik
telah  berhasil  membangun  kembali
kepercayaan masyarakat terhadap
Pemerintah. Karena itu yang dipilih adalah
program yang memiliki daya ungkit yang
terkait dengan perbaikan produk utama
suatu lembaga. Hasil perubahan dalam
percepatan ini dapat dengan mudah terlihat
dan manfaatnya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat. Perkembangan politik
ikut mempengaruhi tata kelola yang baik
dan  akhirnya pelayanan  publik
dilingkungan organisasi publik.
Kepemerintahan dengan ragam regulasi
dibidang administrasi perkara.

Kedua, dari hasil analisis penelitian
mengenai pelayanan publik dan HAM,
diperoleh pemikiran baru mengenai upaya
menycimbangkan pelayanan publik dan
Juga mengerakkan pembangunan melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal
ini dapat dicapai dengan mengalokasikan
belanja daerah secara proporsional antara
belanja rutin yang konsumtif dengan
belanja pembangunan yang lebih memihak
kepentingan  publik  sehingga mampu
memberikan  efek  positif  terhadap
pertumbuhan ckonomi. Dari sisi sosial dan
politik, terutama di tengah situasi politik
yang kurang menguntungkan di atas, lahir
sebuah kompromi dari negara-negara
ASEAN untuk mengkombinasikan
pelaksanaan HAM dengan prinsip tata
kelola kepemerintahan agar tercapai
perbaikan pelayanan publik dan juga
perlindungan HAM untuk masyarakat luas.

Ketiga, tata kelola pemerintahan
yang baik sangat penting dalam kinerja
ekonomi suatu negara. Efisiensi dalam

pengeluaran publik menurunkan angka
kematian bayi/anak, menaikkan tingkq
pendidikan penduduk, dan berhubungay
positif dengan tata kelola pemerintahap
Pengeluaran publik menjadi lebih efekif
apabila terdapat tata kelola pemerintahap
yang baik dan menjadi kurang efektif
apabila terdapat tata kelola pemerintahan
yang buruk. Studi ini menyimpulkan
bahwa institusi publik yang berfungsi
dengan baik merupakan suatu hal yang
sangat  penting  untuk  membuat
pengeluaran publik menjadi pelayanan
publik yang baik.

Keempat, diperlukan pembagian
peran dan fungsi pelayanan berdasarkan
rasio ketepatan dan kesesuaian terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban baik bagj
pemberi pelayanan publik maupun bagi
pihak yang menerima pelayanan publik
dalam konstruksi hukum tertentu.

Kelima, perlu  mengaplikasikan
model  konsultasi  dan  koordinasi
berdasarkan bottom up system berdasarkan
partisipasi dari para pelaksana pelayanan
publik di level nasional berdasarkan rights-
based  approach  sebagai  amanat
konstitusional yang mengacu pada aplikasi
prinsip kedaulatan negara.

Keenam, mendorong  dukungan
anggaran dan kesekretariatan, karena tanpa
dukungan yang optimal dari keduanya,
pelaksanaan  mandat pelayanan publik
dapat terus dipertahankan.
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